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WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA PALEMBANG

Menimbang

Mengingat

2

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

bahwa dengan adanya perkembangan dan perubahan
peraturan  perundang-undangan di  bidang administrasi
kependudukan serta dalam rangka pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, maka perlu melakukan perubahan dan
penyempurnaan  terhadap Struktur Organisasi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palembang
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi dan Tatla Kerja Dinas Daerah Kota Palembang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 11 dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821):

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
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Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Necgara
Republik Indonesia Nomor 4674);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Fublik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran  Negara — Republik indonesia
Nomor 5234});

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Dacrah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomeor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2008 tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran
Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

.Peraturan  Presiden Rcpublik Indonesia  Nomor 67

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
Secara Nasional ;

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007

tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Dacrah, sebagaimana lelah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomer 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Tcknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 537);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008
tentang Standar Pelayanan Minimal Dibidang Pemerintahan
Dalam Negeri di Kabupaten / Kota;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010

tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta
vang diterbitkan olch negara lain ;



Menetapkan

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010
tentang  Formulir dan Buku yang disunakan dalam
Pendaltaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011
tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda  Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional:

18: Peraturan Menteri DPalam Negeri Nomor 10 Tahun 2011

tentang Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Sebagai
Akibat Perubahan Alamat ;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011
tentang  Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
lentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

21, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Agama Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 dan
Nomor 532 Tahun 2003 tentang Pelaporan Penyelenggaraan
Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk ;

22. Peraturan Dacrah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran
Dacrah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);

23. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008
tentang Pembenlukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daecrah Kota Palembang (Lembaran Dacrah Kota
Palembang Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang
Tahun 2012 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan
WALIKOTA PALEMBANG
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 9
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA PALEMBANG

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palembang
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah
Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kota Palembang [Lemharan Daerah Kota Palembang Tahun 2012
Noumor 7) diubah sebagai Deérikut .



1. Ketentuan BAB VIII Bagian Pertama Pasal 28 sampai dengan
Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIl
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 28

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur
pelaksana  urusan  daerah  dibidang administrasi
kependudukan berdasarkan kewenangan vang dimiliki
pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah.

Pasal 29

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas
pokok melaksanakan scbagian urusan pemerintahan daerah
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang
administrasi kependudukan,

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
mempunyai fungsi ;

Aa. Perumusan kebijakan teknis  bidang administrasi
kependudukan.

b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan
pelayanan umum bidang administrasi kependudukan.

c. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan administrasi
kependudukan.

d. Pengaturan, penpendalian, pengawasan, dan pemberian
pelayvanan bidang administrasi kependudukan.
Pelaksanaun kebijakan bidang pendaftaran penduduk.
Pelaksanaan kebijakan bidang pencatatan sipil,

g. Pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan informasi
administrasi kependudukan.

h. Pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan kebijakan
kependudukan.

i. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas,

J. Pelaksanaan rugas yang diberikan oleh Walikota sesuai
dengan fungsi dan tugasnya.



2. Ketentuan Bagian Kedua, pasal 31 ayat (1) dan ayat (2)
diubah dan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 31

(1) Susunan  Organisasi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
2. Sub Bagian Keuangan.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

¢. Bidang Pendafltaran Penduduk, membawahi :
I. Seksi Identitas Penduduk.
2, Seksi Mutasi Penduduk.
3. Seksi Pengawasan Dokumen Pendaltaran Penduduk.

d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi :
1. Seksi Perkawinan dan Perceraian.
2. Seksi Kelahiran dan Kematian.
3.8¢ksi Dokumentasi dan Pelayanan Pengaduan
Masyarakat.

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan, membawahi ;
I. Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data.
2. Scksi Teknologi Informasi.
3. Seksi Teknologi Jaringan Komunikasi Data.

f. Bidang Perkembangan, Penyerasian Kebijakan dan
Perencanaan Kependudukan, membawahi :
1.5eksi Perkembangan Kependudukan dan Komunikasi
Informasi dan Edukasi.
2. Seksi Penyerasian Kebijakan Kependudukan.
3. 5¢eksi Perencanaan Kependudukan.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan strukiur organisasi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

3. Diantara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 81 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan
Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 Peramuran Daerah Kowa
Palembang Nomor ¢ Tahun 2008 tcntang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota
Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008
Noemor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 11

Peraturan Daerah ini  mulai  berlaku pada tangeal
diundangkan.

Agur  seliap  orang  mengetahuingu, — memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Qesetter 2012

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang

Pada tanpeal 12 - 12 = 2012
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,

A
ML HUSNI THAMRIN

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2012 NOMOR 12



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR

. 42 CTAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERIA

DINAS DAERAH KOTA PALEMBANG

BAGAN STRUKTUR QRGANISASI]
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALEMBANG

KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL | _ ,
.IT_ = SUBBAG PERENCANAAN SUBBAG SUBBAG UMUM DAN
DAN PELAPORAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN
| | _ |
BIDANG

BIDANG PENDAFTARAN
PENDUDUK

BIDANG PENCATATAN SIPIL

|

BIDANG PENGELOLAAN
INFORMAS! ADMINISTRAS!
KEPENDUDUKAN

1

SEKSI IDENTTTAS PENDUDUK

| SEKSI FERKAWINAN DAN —
PERCERAIAN

SEKS! FENGELOLAAN DAN
PENYAJAN DATA

PERKEMBANGAN, PENYERASIAN
KEBLIAKAN & PERENCANAAN
REPENDUDLRAN

NOMOR 9

_

| SEKSI MUTASI PENDUDUK

SEKS| KELAHTRAN DAN

SEKSI TEKNOLOGT INFORMASI

KEMATIAN

— SEKS] PENGAWASAN DOKUMEN
PENDAFTARAN PENDUDUK =

SERSI DOKUMENTAST DAN
PELAYANAN PENGADUAN

SEKSI TEKNOLOGI JARINGAN
KOMUNIKAST DATA

MASYARAKAT

UPTD

SERSI
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
& KOMUNRIKAS] INFORMAS]
DAN EDUKASI

SEKSI
PENYERASIAN KEBLIAKAN

= KEPENDUDURAN

L1 SERST

PERENCANAAN KEPENDUDLIKAN

WALIHOTA PALEMBANG,

H. ED

SANTANA PUTRA



